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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun
Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)

NAMA :MARIATI
NPM :101801985

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk
mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor
lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintabh.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kenderaan Dinas
Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak
34 orang pegawai yang terlibat dalam dalam Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran
2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Analisis data dilakukan secara deskriftif
dengan tabel tunggal dan frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kenderaan Dinas
Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek
oraganisasi, interpretasi dan pelaksanaannya secara umum telah dapat dilaksanakan dengan
baik. Faktor utama yang mempengaruhi menganalisis implementasi Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan
Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai adalah
faktor faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana / prasarana yang ada serta masih
terbatasnya pemahaman aparat sebagai implementor dari kebijakan (Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010), mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini masih baru
diterapkan. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan
Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut : Sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada semua unit atau SKPD yang ada
pada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai
unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Perpres 54 Tahun 2010, Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean
Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan
terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui
institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and
Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip
akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya
dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta
menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait
(stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan
yang efektif, efisien, wansparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,
transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh
barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik

dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan
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pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif,
efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu,
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini
dituyjukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha
kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan
mengutamakan penggunaan industri swategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk
meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang
pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (co-financing) antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk
mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di
sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi:
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